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ABSTRAK 

 

AKHMAD RIFA'I. NPM.19810722. 2023.KEABSAHAN PENOLAKAN TERSANGKA 

DALAM PENANDATANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DITINJAU DARI 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi. Fakultas Hukum 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Wahyu 

Hidayat, S.I.K., M.H. Pembimbing II M. Yusran bin Darham, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Keabsahan Penolakan, Tersangka, Penandatangan BAP 

 

Berdasarkan KUHAP, ditetapkan bahwa Polri sebagai penyidik tunggal yang artinya 

tidak ada aparatur lain kecuali Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan 

pendahuluan (vooronderzoek), kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. BAP adalah 

pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi 

keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Merujuk pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat 

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan 

dari pengetahuannya itu. Akibat hukum tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan 

oleh tersangka, maka yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya 

bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara 

kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di 

Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka 

terdakwa dapat diputus bebas. Namun sebaliknya jika isi BAP tersebut benar kenyataanya 

dan jaksa mampu membuktikan berdasarkan Undang-undang sedangkan terdakwa tidak mau 

menandatanganinya maka hakim dapat menjatuhkan sanksi lebih berat karena suatu hal yang 

memberatkan tersebut.  
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